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ABSTRAK

Masalah perlindungan adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu
kenyataan social, dan merupakan factor yang dominant dalam mengahdapi dan
menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang menjadi obyek dan subyek pelayanan
dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban. Setiap
anak wajib dan berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik, social dari orang tunya,
anggota masyarakat dan negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat
deskriptif-komparatif. Pengumpulan data melalui dokumen yang berupa sumber bahan primer
dan bahan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah
pendekatan yuridis, normative. Dalam menganalisa data-data yang ada, menggunakan metode
deduktif komparatif.

Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (BW) terdapat kesamaan. Dilihat dari
aspek definisinya baik dalam Hukum Islam maupun BW adalah sama. Dari segi nasab, anak
diluar nikah pada dasarnya kedua hukum tersebut disandarkan ke ibu, karena ibu yang
melahirkan. Dan dari aspek perlindungan, kedua Hukum memiliki hak untuk diasuh,
dipelihara, dilindungi semenjak ia belum atau sesudah lahir sampai dewasa. Pengakuan anak
tidak sah (di luar nikah) ditentukan minimal 6 bulan. Sedang perbedaannya yaitu dalam
hokum Islam anak di luar nikah tidak dapat disahkan, sedang dalam BW dapat disahkan. Dari
segi perlindungan Hukum Islam, ayah tidak berhak memberi perlindungan terhadap anak di
luar nikah, karena Islam memandang pemberian hak perlindungan anak di luar nikah hanya
sebagai hibah, sedangkan BW anak diluar nikah mendapatkan semua hak perlindungannya
sebagaimana hak anak sah.

Key word: perlindungan anak di luar nikah, Hukum Islam, UU Hukum Perdata
Perdata (BW)
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, agar mereka
meneruskan keturunannya seperti makhluk lainnya. Dalam meneruskan
keturunannya Allah telah membuat peraturan yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia, yaitu melalui pernikahan,
akan tetapt manusia sering melakukan pelanggaran yaitu melakukan hubungan
antara laki-laki dan perempuan di luar nikah.

Anak di luar nikah yaitu anak hasil hubungan tidak sah yang sering disebut
dalam istilah anak kampung, anak haram, anak jadah, anak koar, dan sebagainya
adalah anak yang lahir dani perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuaﬁ

agama.”

Kehadiran anak di luar nikah atau di luar kawin oleh orang tuanya diterima
dengan berbagai sikap. Begitu pula penerimaan yang dilakukan oleh masyarakat
yang menerima anak di luar nikah tersebut dengan tidak wajar.

Di dalam masyarakat Indonesia berlaku peraturan-peraturan atau hukum
yang hberaneka ragam, namun dalam hal im penyusun mengambil atau
memfokuskan pada hukum Islamldan KUH Perdata (Bergerlijk Wetboek/BW),

dalam menentukan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di

" Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Alumni, 1983), him. 78.



luar ketentuan hukum. Selanjutnya anak yang lahir di luar nikah tetap merupakan
generasi penerus manusia selanjutnya. Sebagai generasi penerus maka anak yang
lahir tersebut harus jelas status termasuk ayah dan ibunya. Dalam hukum Islam
zina adalah mengadakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa
ikatan dengan tali perkawinan yang sah. Hubungan kelamin demikian hukumnya

haram, seperti yang diterangkan dalam al-Qur’an.

D Yo sy 1oyl £ 6 N 5

Dalam ayat tersebut zina merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh
Allah. Maka perzinaan ini adalah perbuatan mesum baik dalam pandangan agama
maupun dalam pandangan masyarakat, karena perbuatan tersebut akan merusak
keturunan dan akhirnya sangat dimungkinkan anak yang dilahirkan itu menjadi

terlantar.”

D1 Indonesia masalah perzinaan atau hubungan seksual di luar nikah atau;
di luar ikatan perkéwinan yang sah akhir-akhir ini semakin menarik. Pergaulan
bebas dan prostitusi seolah menjadi gaya di tengah masyarakat yang mereka sebut
modérn, baik di kalangan remaja, orang dewasa atau orang tua yang sudahr
bersuami. Kenyataan fenomena yang satu ini jika tidak ditanggulangi dengan
sebaik-baiknya bukan tidak mungkin akan memberikan dampak sosial dan

kehidupan individu yang semakin parah seperti yang dikatakan oleh H. Syukri

? Al-Isra” (17): 32.

M Syamsudin Az-Zahabi, Twjuh Puluh Lima Dosa Besar, (Surabaya: Media Idaman,
1987), hlm. 94,



Fadholi, SH. Beliau mengatakan: “Segala bentuk prostitusi, perjudian, dan tindak

maksiat fainnya harus dihapus dari bumi Indonesia im kalau kita sepakat, bahwa

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa™. ¥

Segala bentuk hubungan diatas, yakni hubungan seksual di luar nikah
menurut hukum Islam merupakan perbuatan zina, yang nantinya akan melahirkan
anak di luar nikah, yang tentunya apabila anak itu lahir harus diberi perlindungan
agar supaya anak yang lahir itu tidak menanggung beban mental di kemudian hari,
karena pada dasarnya anak tersebut lahir dalam keadaan suci, yang berbuat itu
semua adalah orang tuanya, tapi kenapa anak yang menjadi sasaran atau yang
mendapat suatu perlakuan tidak sama di kalangan masyarakat kalau dibandingkﬁn
dengan hak-hak seorang anak yang sah.”

Menurut hukum perdata sesuai dengan pasal 272 KUH Perdata dijelaskan
bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar nikah (antara gadis dan jejaka) dapat
diakut, sekaligus dapat disahkan. Kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil
zina atau dalam sumbang. Adapun yang dimaksud anak sumbang adalah anak

yang lahir dari hubungan antara laki-laki dengan wanita yang dilarang kawin antar

keduanya (anak melanggar darah).®

Apabila diperhatikan secara seksama pasal - tersebut, maka dapat

A Suara Muhammadiya, (No. 17 th ke-79, 1-15 September, 1994), hlm.16.

3 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, cet. 3, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1998), hilm. 244,

% Fathurrahman Djamil, “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, dalam
H. Chazaemah. T.Y., H.A. Hafiz Anshory AZ, (ed), Problematika Hufum Islam, cet. 3, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1599), hlm. 98.



disimpulkan bahwa hubungan seks di Tuar nikah yang dilakukan oleh seorang
vadis dan jejaka tidak dianggap sebagai zina. Sedangkan anak hasil zina tidak
dapat diakui atau disahkan sebagai anak yang sah. Hal itu berarti bahwa zina
adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah
bersuami atau beristri. |

Konsekuensi yuridis dan pengertian zina, ditinjau dan segi hukum pidana
adalah, bahwa yang dapat dihukum hanyalah hubungan seks yang dilakukan oleh |
orang yang sudah bersuami atau beristri, sedangkan mereka yang melakukan
hubungan seks dari kalangan gadis dan jejaka tidak dikenal hukuman pidana.

Masalah perlindungan adalah suatu masalah manusia yang mempaké.n
suatu kenyataan sosial, dan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi
dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang menjadi obyek dan
subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak salﬁa-sama mempunyai hak-
hak dan kewajiban. Setiap anak wajib dan berhak mendapatkan perlindungan
mental, fisik, sosial dan orang tuanya, anggota masyarakat dan negara,

Penyusun mengambil judul tersebut, karena melihat realitas sekarang ini
banyak anak yang menjadi korban akibat perbuatan orang tuanya, yaifu hubungan
di lvar nikah yang nantinya akan melahirkan seorang anak. Dan laki-laki yang
' menyebabkan lahirnya anak tersebut tidak bertanggung jawab dan akibatnya anak
terse]aut menjadi terlantar, tentunya anak yang dilahirkan membutuhkan
perlindungan kepada orang tua yang melahirkan dan ayah yang menyebabkan.
Karena pada dasarnya setiap anak wajib dan berhak mendapatkan perlindungan

dari kedua orang tuanya.



Dengan adanya uraian di atas, rasa tanggung jawab sangat diperiukan bagi

anak kita sendiri atau anak anggota masyarakat.

B. Pokok Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang di atas, dan agar pernbahas.an
sknipsi lebih terarah dengan baik, maka pokok masalah dari skripsi ini adaiah:
Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah, menurut
hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (BW).
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuén

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan menjelaskan

. bagaimana tentang perlindungan bagi anak yang lahir di luar nikah dalam hukum

Islain dan hukum Perdata (BW).
2. Kegunaan
a. Dapat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi

masyarakat luas dalam menghadapi persoalan perlindungan anak di luar nikah.

b. Untuk menambah khasanah pemikiran terhadap pemecahan persoalan tentang

perlindungan anak di luar nikah.

D. Telash Pustaka
Kajian tentang anak memang telah banyak beredar dikalangan masyarakat,

baik yang berupa sebuah buku maupun tulisan tulisan lepas di media massa.



Namun, sejauh pengamatan penyusun, belum ada sebuah buku atau karya yang
secara eksplisit mengupas tentang perlindungan anak di luar nikah baik dalam
hukum Islam maupun dalam hukum Perdata Barat, apalagi yang secara eksphisit
mengkaji analisis perbandingan tentang perlindungan anak di luar nikah menurut;
hukump Islam dan hukum Perdata Barat. Adapun buku-buku yang mengkaj(i
tentang anak antara lain buku yang diterbitkan oleh Dewan Ulama al-Azhar
Mesir, gjaran Isiam Tentang Perawatan Anak. Buku ini merupakan hasil yang
dilakukan oleh suatu kelompok kerja yang terdiri atas pemimpin-pemimpin agama
terkemuka di al-Azhar, dibentuk oleh Syekh Akbar atas pe_rmintaan UNICEF.
Secara umum buku ini membahas kerangka Filosofis al-Qur’an dan al-Hadis |
dalam hubungan anak dan keluarga, masyarakat dan lingkungan,”

Disamping itu, pemeliharaan dan perlindungan anak dalam hukum Islam
{figh) lebih dikenal dengan hadanah yang merupakan s'alalh satu dari hak anak
yang wajib dipenuhi, dalam kitab AAwal Asy-Syakhsiyyah, karya Abu Zahrah,
bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik,

tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, sehingga dapat melahirkan pula

generasi yang baik dan berkualitas dari masa depan bangsa dan bernegara.¥ Dan

.menurut Ahmad Rofiq, dalam bukunya, Aukum Islam di Indonesia, menjelaskan

pemeliharaan anak pada dasarmya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya,

dan pemeliharaan tersebut meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan,

" UNICEF, First Call For Children, NewYork: UNICEF, 1990.

® Abii Zahrah, Muhammad, Ahwal Asy-Syakhsiyyah, (Kaira: Dar Al-Fikr, 1957),
him.451-471



dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.” Ada pula buku yang
berjudul Masaleh Perlindungan Anak menurut Anf Gosita, di jelaskan bahwa
pada hakekatnya anak adalah suatu hasil interksi akibat adanya iﬁterelasi antara
fenomena vang ada,dan ruang lingkup hukum Perlindungan Anak meliputi
“Kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang
membawla akibat hukum”. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya
jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya
perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, dan mencegah
penyelewengan &ang membawa akibat negatif yang tidak diingini dalam
pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. ' Dan buku yang berjudul dspek H. ukw;1
Perlindungan Anak, karya darl Irma Setyowati Soemitro, menyebutkan bahwa
ruang lingkup Advokasi dan Perlindungan Anak di kelompokkan menjadi dua
pengertian vaitu: Periama, perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi
perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang keperdataan. Kedua,
perlindungan yang Dbersifat non yuridis yang meliputi bidang sosial, bidang
kesehatan, bidang pendidikan.'"

Sedangkan buku yang berqudul Peradilun Anak di Indonesia, oleh Barda
N. Arif, dapat dijelaskan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai

kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan

? Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, .. ... hlm.235.

' Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Cet, 1, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1985),
him.18.

") Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara,

1990}, him.13.



dengan kescjahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak

hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum

yang sangat luas,'?

Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama.
Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik
antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut.
Setiap anggota masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab atas pengadaan
.kesejahteraan anak, oleh sebab itu anak sebagai suatu segi perlindungan yang
mutlak, yang harus dikembangkan.

Dari uraian di atas, bahwa anak wajib dilindungi agar tidak menjadi
korban tindakan kebijaksanaan siapa saja ( individu atau kelompok, organisasi
swasta maupun pemerintah ) baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka
untuk menyelesaikan permasalah dalam skripsi ini penyusun menggunakan buku-
buku lain sebagai penunjang, sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan lebih
mendetail, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perkembangan perlindungan

anak.

E. Kerangka Teoretik

Anak zina adalah anak hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan
yang terjadi di luar nikah. Hubungan tersebut olehr masyarakat dikutuk karena
tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan hukum agama dan tidak sesuai

dengan hukum vang berlaku. Tidak ada alasan untuk memberikan justifikasi

) Barda N, Arief, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996),
hlm, 67.



terhadap setiap perbuatan zina yang merupakan penyebab lahirnya anak di luar
. nikah, karena perbuatan itu oleh masyarakat sudah dianggap sebagai aib.

Tetapi yang penting adalah bagaimana membenkan kesadaran kepada
masyarakat agar peristiwa tersebut tidak terulang dan apabila hal tersebut telah
terjadi, maka tidak etis dan adil bila anak hasil zina itu mendapat cacian dan
hinaan ldari masyarakat sekehlingnya. Karena anak yang lahir adalah seorang
manusia makhluk ciptaan Allah, dia dilahirkan ke dunia dalam keadan suci, ibarat

kertas putth, berdasarkan hadis di bawah ini:

D il 1) s plblappelylbilid e w fod Ladl Jo Ay sy o=

Dengan adanya anak yang lahir dalam keadaan suci, anak tersebut juga
mempunyai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sebagaimana diatur
dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam pasal 45

disebutkan;

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku
sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri.'®

" Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Sahth al-Bukhari, “Bab Fi al-Janz'iz",
(Beinut Libanon: Dar al-Ma’anifah, t.t.), T: 233. Hadist dirtwayatkan dari (Abu Ya'la, al -Tabroni
dan al-Baihaqy dari al-Aswad Ibn Sar’).

¥ Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peratturan Perkawinan
i Indonesia, (Jakarta: “Mutiara” Offset, 1978), hlm, 14
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Istilah anak tidak sah membawa stigma (nama jelek) yang merugikan
anak dalam kehidupannya di masyarakat. Kenyataan ini dilihat dan aspek anak
sebagai individu yang hak-hak dasarmya diakui secara universal bersifat
kontroversial.”™!

Islam menganjurkan kepada perempuan dan laki-laki yang sudah mampu
membangun rumah tangga, untuk segera melakukan pernikahan, sebagaimana

yang termaktub dalam Hadis Nabi di bawah ini :

‘&/&U&BM““;‘QKM?@/“#?U\@&%!JU@\V;” [._:

16) _4,_.;«!5[},-):4-“:“:\’3&;‘:}0”

Dan ayat di atas sangatlah jelas bahwa perkawiﬁan yang sah merupakan
usaha untuk mencegah timbulnya anak yang lahir di luar nikah (zina). Disamping
itu hukum Islam memberi sanksi kepada pelaku zina, baik‘ berupa hukuman dera
bagi gairu muhshan maupun hukuman rajam bagi muhsan. Sesuai dengan firman

Allah:

) Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bhakti, 1993), him. 28

) Al-Bukhari, {Safith al-Bukhari, Kitab an-Nikah, Bab “gaulinnabiyyi Salallahu *alathi
wa sallam Manistatda‘a munkum al-b3ah fal-yatazawwaj li annahu aghaddu §l bas arT wa ahsan lil
farji wa hal yatazawwa] man 13 araba lahu fi an-Nikzh}.” (Bairut : Dar al-Fikr, 1981}, VI: 117.
Hadits Riwayat al-Bukhari dari sahabat Umar Ibn Hafs.
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Jadi disimi . dapat kita lihat bahwa sanksi—sanksi. yang datang dari
fungsionaris hukum, karena masyarakat menjatuhkan sanksi secara serampangan
tidak memperhatikan siapa sebenarnya yang bersalah dan siapa yang tidak
bersalah dan itu adalah hukum masyarakat, yaitu hukum yang bersifat spontanitas
dan tidak sama pada setiap saat dan tempat.

Mengenai anak yang lahir di luar nikah atau anak dari hasil zina, baik itu
dilakukan oleh muhshan maupun gairu muhshan dalam hukum Islam, anak
tersebut tidak dapat diakui maupun disahkan oleh bapaknya, anak tersebut hanya
mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Menurut Wifyona, hakékat dalam
hukum Islam, disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu
dan tidak mempunyai bapak. Jadi status anak yang lahir di luar nikah menurut
hukum Islam adalah tidak sah, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan

ayahnya tetapi mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau perempuan yang

N An-Nar (24) : 2.
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melahirkannya. '
Dan sebagai hukumnya adalah:
1. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri secara tidak
sah.
2. Tidak ada saling mewarisi.
3. Tidak dapat menjadi wali
Sedangkan anak yang lahir di luar nikah menurut hukum perdata barat
(BW) dapat diakw dan disahkan oleh kedua orang tua, sesual dengan pasal 272,
bahwa anak tersebut bisa diakui setelah melakukan suatu pengakuan, maka anak
tersebut tentu diberi perlindungan sebagaimana dia berstatus seperti anak sah.
Dalam pasal 208 tentang pengakuan yang dilakukan anak luar nikah,
menurut perdata hanya timbul hubungan antaré si anak dan bapak atau ibunya."”
Pengakuan tersebut dilakukan dengan syarat-syarﬁt sebagai bernkut:
a. Akta kelahiran anak harus dicatat di catatan sipil dan dibukukan dalam
register. |
b. Pengakuan dilakukan dengan akta otentik.
Dilihat dari perbedaan status hukum tersebut, menciptakan masalah bagi
anak, baik dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis. Karena untuk anak luar
.nikah, oleh bapaknya mendapat perlakuan yang tidak sama dalam masyarakat

kalau dibandingkan dengan hak-hak seorang anak yang sah. Pengakuan terhadap

8 Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata (BW),
Hukum Islan: dan Hukum Adai, Cet 1, (Jakarta ; Sinar Grafika, 1992) hlm 43.

) Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. 27, (Jakarta: Inter Masa, 1996), him. 41



manusia pribadi sebagai subyek hukum dapat dilakukan sejak masih dalam
kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup (relevan) apabila kepentingan anak itu
menghendakinya 2”

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan
menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat
diatasi secara perseorangan. Tetapi harus secara bersmna—saina, oleh sebab itu,
apabila kita mau mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk
maka kita harus memperhitungkan fenomena mana S'ang relevan, yang
mempunyai peran penting dalam teijadinya kegiatan perlindungan anak.?" Jadi
perlindungan anak di luar nikah, baik ditinjau hukum Islam dan Hukum Perdé.tg, :
sebelum menentukan anak tersebut dilindungi kita Iebih dulu melihat perbedaan
. status anak tersebut. Dari uraian di atas sudah jelas bahwa yang melindungi anak
luar nikah menuryt hukum Islam adalah si ibu, karena-dia yang melahirkannya.
Sedangkan menurut hukum Perdata anak luar nikah tetap diljndungi oleh kedua
orang tua tetapi harus ada pengakuan antara orang tua dengan anak

Oleh karena itu, jelaslah bahwa anak di Tuar nikah, terutama di Indonesia
yang scbagian besar beragama Islam, tidak mendapatkan tempat yang sederajat
dengan anak yang sah. Sebagai usaha untuk mencepah perzinahan yang
menyebabkan lahirnya anak luar nikah, apar anak tersebut tidak terlantarkan,

Islam telah mempunyai konsep sendiri, di antaranya adalah:

% Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata di Indonesia, him. 28.

D Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, him, 27.
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1. Perlu adanya pengawasan secara ketat terutama kepada kaum remaja agar
menghindari pergaulan bebas, asyik bersepi-sepi deﬁgan lawan jemisnya yang
hal itu akan menyebabkan terjadinya perzinahan dan berakibat lahirnya anak
di luar nikah

2. Bagl seorang remaja yang menginjak masa pﬁber, dianjurkan membiasakaﬂ
diri berpuasa, karena di antara fungsi puasa adalah dapat mengendalikan
syahwat seksual.

3. Agar senantiasa kemﬁali kepada istri atau suam jika sua;tu saat tergoda oleh
lawan jenis yang bukan istri atau suami sendiri.

Dengan beberapa keterangan tersebut di atas tentang larangan perbuatéh
zina dan sckaligus dijelaskan akibat buruk dari perbuatan zina, juga berakibat
akan lahirnya anak luar nikah, maka seharusnya kita sebagai seorang mukmin
untuk menghindari jauh-jauh dari perbuatan tersebuf. Sekaligus ikut serta
menanggulangi agar perbuatan zina tidak merajalela, yang hal itu merupakan
ancaman yang sangat berbahaya bagi kebutuhan generasi penerus kita dalam hal
melaksanakan hukum Allah, terutama dalam hai perkawinan yang telah tersusun

rapi dalam Islam.”®

F. Metode Penelitian
Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai, menguji

serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu. Dalam rangka mempermudah

** tonu. M. Rasyid, Mahligai Perkawinan, (Pekalongan: CV. Bahagia, 1989), him. 56-
57.
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penyusun skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagal
landasannya, adapun metode yang dipergunakan yaitu antara lain:
1. lenis penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Jibrary research)
dengan cara meneliti buku-buku dan bahan pustaka lain yang ada hubungannya
dengan nllasalah yang dimaksud, yaitu perlindungan anak di luar nikah.
2. Sifat penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif-komparatif yaitu penyusun berusaha
mendeskripsikan -konsep hak untuk mendapatkan perlindungan bagi anak dalam
hukum Islam untuk kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan hukum
Perdata Barat (BW).
3. Pengumpulan data

Dengan menyusun skripsi ini, penyusun mengﬁmpulkan data melalui ,
dokumen yang berupa dua sumber yaitu bahan primer dan bahan sekunder.

Adapun kitab atau buku yang penyusun gunakan sebagai bahan primer
adalah kitab Al-4hwal Asy-Syahsiyyah karangan Abu Zahrah, dan buku tentang
Ajaran Islant Tentang Perawatan Anak yangl merupakan hasil studi yang
dilakukan oleh suatu kelompk kerja yang terdjﬁ dar1 atas pemimpin-pemimpin
agama terkemuka di al- azhar, dibentuk oleh Syekh Akbar atas permintaan
UNICEF, dan buku karangan Arif Gosita tentang Musalah Perlindungan Anak,
karena buku i1tu merupakan buku yang cukup representatif untuk menggambarkan

pemeliharaan anak baik dalam Islam maupun dalam hukum Perdata (BW).
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Sedangkan buku sekunder yang penyusun gunakan adalah buku-buku atau
karya ilmiah lain baik berupa artikel maupum yang membahas tentang hak-hak
perlindungan anak baik dalam fnateri hukum islam maupun dalam hukum Perdata
(BW).

4. Pendekatan masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah
pendekatan yuridis, normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat,
membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek hukum,
sedangkan normatif yaitu berdasarkan kaidah-kaidah yang ada untuk mendukung
yang kuat dan mencapai kemungkinan dalam mengkomprorﬁikannya.

5. Analisa data

Dalam menganalisa data-data yang ada, penyusun menggunakan metode
deduktif komparatif, yakni dengan menempatkan dafa—data te_:ntang hak-hak
perlindungan secara umum untuk kemudian dianalisis dan dibandingkan antara

hukum Islam dan hukum Perdata Barat (BW).

7 G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini
agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistemaﬁka sebagai berikut:
Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdini dari latar belakang masalah yang
dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah. Dilanjutkan dengan
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-

karya yang sudah ada yang berhubungan dengan skripsi ini, sehingga dapat
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diamati perbedaan skripsi ini dengan tulisan atau buku-buku yang sudah ada, serta
kerangka teoretik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang
sudah ada, juga dicantumkan métode penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

Kemudian agar pembahasan tentang perlindungan anak di luar nikah
dalam hukum Islam dan hukum Perdata Barat (BW) lebih mengena, maka dalam
bab kedua, secara deskrip-tif dibicarakan tentang kedudukan anak di luar nikah
menurut hukum lslam yang sekaligus membahas tentang pengertian, kedudukan,
dan hak-haknya. L

Selanjutnya, dalam bab ketiga, dijabarkan bagaimana perlindungan anak di
luar nikah menurut hukum Perdata Barat (BW) yang meliputi pengertiah,
kedudukan, serta hak-haknya.

Kemudian bab keempat, merupakan analisis perlindungan hukum anak di
Tuar nikah menurut hukum Islam dan hukum Perdara Barat (BW). Dalam analisis
tersebut berisi persamaan dan perbedaannya tentunya ada perbedaan vyang
menonjol antara hukum Islam dan hukum Perdata Barat (BW).

Akhirnya bab ‘kelima, yang merupakan bab penutup, dikemukakan
beberapa kesimpulan dan saran untuk .mencegah terjadinya hubungan di luar
nikah, yang nantinya melahirkan seorang anak, dan anak tersebut membutuhkan

perlindungan dari kedua orang tuanya.



BABV

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa:

a, Persamaan

1§

R

(VB

Dilihat dari aspek definisinya batk dalam hukum Islam maupun dalam hukum
Perdata Barat (BW), adalah sama

Dari segi nasab anak luar nikah pada dasarnya kedua hukum tersebut
disandarkan ke ibu, karena mereka yang melahirkannya

Dari aspek perlindungan dalam kedua hukum tersebut memiliki hak untuk
diasuh, dipelihara, dilindungi semenjak ia belum atau sesudah lahir sampai
dewasa

Pengakuan anak tidak sah (anak luar nikah) ditentukan mmmimal 6 (enam)

bulan

b. Perbedaan

1.

.l\)

Dalam hukum Islam anak luar mikah tidak dapat disahkan, sedangkan dalam
hukum Perdata Barat dapat disahkan

Dari segi perhndungan hukum Islam, ayah tidak berhak memberi perlindungan
terhadap anak luar nikah, karena Islam memandang pemberian hak
pertindungan anak luar nikah hanya sebagai hibah, sedangkan hukum Perdata
Barat anak luar nikah mendapatkan semua hak perlindungannya sebagaimana
hak anak sah. (misainya: hak untuk diasuh, dipelihara dan dilindungi semenjak

ta belum atau sesudah lahir sampai dewasa)
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B. Saran-saran

Untuk menciptakan kesejahteraan anak, agar anak itu tidak merasa
terkucilkan dihadapan masyarakat atau teman-temanya, karena melihat statusnya
sebagai anak yang dilahirkan di luar nikah, dan itu sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhannya. Untuk ita penyusun menyarankan :

1. Perlunlya pemahaman yang mendalam bagi umat Islam 'terhadap ajaran-ajaran
agama, sehingga mereka dalam bergaul dengan lawan jenis dapat menjaga
diri.

2. Perlunya orang tua untqk memberikan perlindungan terhadap anaknya yang
berupa pendidikan agama yang kuat pada anak-anaknya, agar dalam
pergaulan nanti tidak terbawa lingkungan.

3. Umat Islam perlu menjaga pergaulan, agar dalam hidup tidak mudah
melakukan hal-hal yang cenderung mengobral sahwat, sehingga muncul anak
di luar nikah.

4. Perlu diadakan penyuluhan tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan
agar masyarakat khususnya umat Islam sadar tentang perlunya melaksanakan
Undang-undang tersebut.( Aparat KUA, MUI, P2A, BP4 ), harus kerja sama
dalam hal penyuluhan Undang-undang tersebut.

5. Bahwa hasil penelitian ini masih bﬁnyak kelemahan dan kekurangan,

sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.
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6. Bagi para Akademisi, Praktisi dan peneliti hukum dapat menggunakan hasil
penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam mengembangkan wacana

hukum di Indonesia.
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lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN AL-HADIS

T SOy T ) T Y (O Y e A ST

Dan janganlzah kamu mendekan Zma
sesungguhnya Zina itu adalah suatu
perbuatan yang sangat kejt, dan suatu
1alan yang yang buruk

Setiap (bayl) yang dilahirkan dalam
keadaan Fitroh (suci) hingga bergerak
hisannya, maka kedua Tbu Bapaknya
akan menjadikannya Yahudi, Nasrani
atau Majusi.

"Hai sekalian Pemuda, barangsiapa
yang telah sanggup diantara kamu
kawin, maka hendaklah 1a kawin, maka
sesungguhnya kawin itu mengalangi

pandangan (kepada —yang dilarang

agama) dan memelihara kehormatan.
Bamng siapa yang tidak
sanggup,hendaklah ia berpuasa, maka
sesungguhnya puasa itu adalah perisai
baginya".

04

9 3
10 16
: 10 17

Perempuan yang berzina dan laki-laki
yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dan keduanya seratus kal? dera,
dan janganlah belas kasihan kepada
kedauanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu
beriman kepada Allah, dan han akhirat,
dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman
mereka  disaksikan oleh sekumpulan

| dari orang benman

Ibunva telah mengandungn\ra dalam

keadaan yang lemah dan bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua
tahun

06

]
Lo

Mengandungnya sampai menyapihnya
dalam dua tahun.

07

Anak dinasabkan pada ibunya (pemilik
Firasy) sedangkan laki-laki Pezina
tidak memiliki apa-apa.

03

Jumhur Ulama seperti Malik, As-Sauri,




Al-Lais dan Asy-Syafi'i berpendapat
bahwa wali-wali dalam nikah itu adalah
mereka vang tergolong asabah (dalam
waris) ... tidaklah ada hak menjadi
waris saudara-saudara seibu, anak ibu
(saudara seibu) zawil arham lainnya

09 -

24

17

Dari A'isyah r.a. 1a berkata : Rasulullah
SAW. telah bersabda : setiap wanita
yang mentkah tanpa seijin walinya ,
maka bagi wanita itu mahar misil
karena dianggap halal menyetubuhinya,
sebab jika mereka berselisih, maka
sultan adalah wali bagi wanita yang
tidak mempunyat wali. '

Allah mensyariatkan bagimu tentang
(pembagian pusaka untuk) anak-anak
mu, yattu bagian seorang anak [elaki
sama dengan bagian dua orang anak
perempuan lebih dari dua; maka-ia
memperoleh separo harta. Dan untuk
dua orang Ibu-bapak, bagi masing-
masing seperenam dari harta yang
ditinggalkan; jika yang meninggal itu
mempunyai anak; jika orang vang
menmggal tidak mempunyai anak dan
1a diwarisis oleh [bu-bapaknya, maka
tbunya mendapat sepertiga.

Ajarilah anak-anakmu dan baguskanlah
tatakramanya.

Ajarilah  anak-anakmu untuk shalat
ketika mereka berumur tujuh tahun dan
pukullah mereka, jika mereka berumur
sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka
dari tempat tidur.

13

30

30

Dan Allah mengeluarkan kamu dari
perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahut  sesuatupun. Dan dia
memberi kamu pendengaran,
pengithatan dan hati, agar kamu
bersyukur.

LI
LR

X

Dan hendaklah takut kepada Allah
orang-orang vang seandainya
meninggalkan di  belakang mereks
anak-anak yang. lemah, yang merékp
khawatir  terhadap (kesejahteraan)
mereka '




Hai

orang yang beriman, peliharalah
dirimu  dan kelnargamu dari api neraka
yang bahan bakarmya adalah manuosia
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat
yang kasar yang keras, yang tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan
seflalu  mengerjakan apa yang
diperintahkan.
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